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A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, pukul 17.11 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Materiil 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 85/PUU-
XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 85/PUU-XX/2022, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU 10/2016 dalam Perkara 85/PUU-XX/2022 

diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang dalam 

hal ini memberikan kuasa kepada Fadli Ramadhanil, S.H., M.H. dan Kahfi Adlan 

Hafiz, S.H., untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 

 

 

 



 

C. PASAL/AYAT UU 10/2016 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 

terhadap Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya 

berketentuan sebagai berikut: 

 
Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016: 

“Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan 
khusus.” 
 

Pasal 157 ayat (2) UU 10/2016: 
“Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum 
pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.” 
 

Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016: 
“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan 
diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan 
peradilan khusus.” 
 
 

D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 dianggap Pemohon 

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 24C ayat (1), dan 

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan 

melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 

dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan 

hukum sebagai berikut: 

[3.11] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan 

Pemohon, menurut Mahkamah pokok permasalahan yang diajukan Pemohon 

adalah mengenai belum dilaksanakannya perintah Pasal 157 ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3) UU 10/2016 oleh adressat ketentuan a quo yaitu 

Presiden/Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini, ketentuan 

Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 dimaksud memerintahkan 

pembentukan suatu badan peradilan khusus yang akan 

menyelesaikan/menangani perkara perselisihan hasil Pemilihan, yang harus 

sudah terbentuk sebelum pelaksanaan pemilihan umum serentak nasional. 

Belum dibentuknya badan peradilan khusus tersebut, sampai saat permohonan a 

quo diajukan kepada Mahkamah, menurut Pemohon telah mengancam 

keberlangsungan Pemilihan terutama pada tahap penyelesaian perselisihan 

penetapan perolehan suara. Hal demikian karena Pemilihan serentak secara 

nasional akan dilaksanakan pada 27 November 2024, yang rangkaian tahapannya 

akan dimulai pada pertengahan tahun 2023. Apabila diletakkan dalam konteks 



 

tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, badan peradilan khusus 

seharusnya sudah dibentuk jauh hari sebelum dimulainya tahapan dimaksud. 

[3.12]  Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, 

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

[3.12.1]  Bahwa norma Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 

yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon merupakan 

perubahan atas Pasal 157 UU 8/2015. Sebelumnya, Pasal 157 UU 8/2015 

merupakan perubahan atas Pasal 157 Perpu 1/2014 yang ditetapkan menjadi 

undang-undang oleh UU 1/2015. Adapun Pasal 157 dalam ketiga undang-undang 

tersebut selengkapnya mengatur sebagai berikut: 

Pasal 157 UU 10/2016 

(1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh 
badan peradilan khusus. 

(2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional. 

(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil 
Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai 
dibentuknya badan peradilan khusus. 

(4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan 
penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi 
atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi. 

(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 
(tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan 
suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. 

(6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau 
KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara. 

(7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi 
permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya 
permohonan oleh Mahkamah Konstitusi. 

(8) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa 
hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak 
diterimanya permohonan. 

(9) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
bersifat final dan mengikat. 

(10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti 
putusan Mahkamah Konstitusi. 
 

Pasal 157 UU 8/2015 

(1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh 
badan peradilan khusus. 

(2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional. 



 

(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan 
diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai 
dibentuknya badan peradilan khusus. 

(4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan 
penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi 
dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi. 

(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 
(tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan 
perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota. 

(6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dilengkapi alat bukti dan Keputusan KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara. 

(7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi 
permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam 
sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi. 

(8) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa 
hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak 
diterimanya permohonan. 

(9) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
bersifat final dan mengikat. 

(10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti 
putusan Mahkamah Konstitusi. 
 

Pasal 157 Perpu 1/2014 yang terlampir dalam UU 1/2015 

(1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil 
Pemilihan, peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan 
pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh 
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi 
yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. 

(2) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Pengadilan 
Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga 
kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan 
suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 

(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilengkapi dengan alat bukti dan surat keputusan KPU Provinsi dan 
KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi perhitungan suara. 

(4) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi 
permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam 
sejak diterimanya permohonan oleh Pengadilan Tinggi. 

(5) Pengadilan Tinggi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil 
Pemilihan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya 
permohonan. 

(6) Pihak yang tidak menerima Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan permohonan keberatan 



 

ke Mahkamah Agung paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan 
Pengadilan Tinggi dibacakan. 

(7) Mahkamah Agung memutuskan permohonan keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) 
hari sejak diterimanya permohonan. 

(8) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
bersifat final dan mengikat. 

(9) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti 
putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. 

[3.12.2]  Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan yang dimohonkan 

Pemohon, yaitu Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 merupakan 

perubahan mendasar terhadap substansi Perpu 1/2014 yang kemudian 

ditetapkan menjadi UU 1/2015. Perubahan mendasar tersebut disebabkan Pasal 

157 UU 1/2015 menyerahkan kewenangan mengadili sengketa perselisihan hasil 

pemilihan kepada Mahkamah Agung, tetapi kemudian UU 8/2015 mengubah 

dengan menentukan kewenangan mengadili sengketa perselisihan hasil 

pemilihan diserahkan kepada suatu badan peradilan khusus yang akan dibentuk 

sebelum pemilihan serentak nasional. Selama badan peradilan khusus tersebut 

belum dibentuk maka kewenangan mengadili sengketa perselisihan hasil 

pemilihan kepala daerah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Sementara 

itu, meskipun UU 8/2015 telah diubah dengan UU 10/2016, ihwal norma Pasal 

157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tersebut tidak mengalami perubahan sama 

sekali. 

[3.13]  Menimbang bahwa meskipun dalam ketentuan norma Pasal 157 ayat 

(1) dan ayat (2) UU 8/2015 telah disahkan dan diundangkan sejak 18 Maret 2015 

dan perintah tersebut telah pula dikukuhkan kembali dalam Pasal 157 ayat (1) 

dan ayat (2) UU 10/2016 yang disahkan dan diundangkan sejak 1 Juli 2016, 

“perintah” yang termaktub dalam norma a quo belum dilaksanakan oleh 

pembentuk undang-undang. Bahkan, ketika terjadi perubahan UU 8/2015 

menjadi UU 10/2016 di mana ketentuan perihal penyelenggaraan pemungutan 

suara serentak secara nasional pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota semula direncanakan pada 

tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2027 [vide Pasal 201 ayat (7) UU 

8/2015] dimajukan menjadi dilaksanakan pada bulan November 2024 [vide Pasal 

201 ayat (8) UU 10/2016] perintah tersebut pun belum dilaksanakan. Padahal, 

secara substansial, norma Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 jo UU 

10/2016 memerintahkan pembentukan badan peradilan khusus untuk 

mengadili/menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 

sudah harus terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilihan serentak secara 

nasional. Namun hingga dilangsungkannya rangkaian persidangan permohonan a 

quo, Mahkamah belum melihat upaya konkret dari pembentuk undang-undang 

untuk membentuk suatu badan peradilan khusus yang ditugasi mengadili atau 

menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Padahal 



 

dengan dimajukannya jadwal atau agenda pemilihan kepala daerah serentak 

secara nasional menjadi November 2024, upaya membentuk peradilan khusus 

harus menjadi agenda konkret dan mendesak. Hal tersebut dapat ditelusuri, 

misalnya, dengan tidak ditindaklanjutinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

97/PUU-XI/2013 dan UU 10/2016 dengan membentuk undang-undang yang 

mengatur badan peradilan khusus pemilihan, yaitu dengan belum 

dicantumkannya dalam Program Legislasi Nasional. Dalam hal ini, 

pembentukannya sudah harus dimulai setidaknya dengan adanya langkah 

konkret seperti tahapan penyusunan rencana atau konsep mengenai badan 

peradilan khusus, dasar hukum pembentukannya, dan kerangka hukum 

penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah oleh sebuah badan 

peradilan khusus yang dirancang secara khusus pula. 

 Langkah konkret dimaksud diharapkan dapat menghilangkan atau 

setidak-tidaknya mengantisipasi kemungkinan halangan atau hambatan terkait 

penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Misalnya, seandainya badan 

peradilan khusus tersebut juga didesain untuk menyelesaikan permasalahan 

atau perselisihan di bidang administrasi pemilihan kepala daerah maka badan 

peradilan tersebut seharusnya sudah mulai bertugas setidaknya bersamaan 

dengan dimulainya tahap pertama proses pemilihan kepala daerah. Begitu juga 

jikalau kewenangan badan peradilan khusus tersebut dibatasi hanya mengadili 

“perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan” 

sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, maka demi kepastian 

hukum dan demi menjamin adanya suatu sarana bagi upaya hukum terkait 

pemilihan kepala daerah peradilan khusus tersebut seharusnya telah terbentuk. 

Hal tersebut dikarenakan akan berakhirnya kewenangan Mahkamah Konstitusi 

sebelum dimulainya pemilihan kepala daerah serentak nasional Tahun 2024. 

Terbentuknya badan peradilan khusus, sebelum dimulainya tahap pertama 

pemilihan kepala daerah sangat penting agar masyarakat (baik pemilih atau 

calon pemilih, partai politik, calon kepala daerah, dan sebagainya) mengetahui 

bahwa Negara menyediakan badan peradilan yang dapat menyelesaikan 

perselisihan terkait hasil pemilihan kepala daerah, dan karenanya semua 

pemangku kepentingan sejak awal dapat menyiapkan diri atau merencanakan 

suatu tindakan penyelesaian perselisihan melalui jalur hukum. Menurut 

Mahkamah, penyiapan prasarana hukum berupa badan peradilan demikian sejak 

jauh hari dapat mereduksi potensi terjadinya konflik di luar hukum dari para 

pihak pemangku kepentingan pemilihan kepala daerah. Artinya, kelengkapan 

kerangka hukum pemilihan kepala daerah demikian dapat menumbuhkan rasa 

percaya diri bagi semua kalangan untuk menggunakan hak pilihnya, serta 

menguatkan legitimasi atas hasil pemilihan kepala daerah. 

 Secara doktriner, menghilangkan atau mengurangi potensi konflik 

yang dapat muncul di tengah masyarakat, in casu sengketa pemilihan kepala 

daerah, adalah salah satu tujuan pembentukan hukum berbasis konstitusi. 



 

Dengan kata lain, hukum yang baik adalah hukum yang bukan hanya 

menyederhanakan kerumitan hubungan-hubungan atau interaksi antaranggota 

masyarakat, namun juga menyediakan berbagai sarana hukum untuk 

menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dalam interaksi masyarakat 

keseharian. Demikian pula dalam pemilihan kepala daerah, sebagaimana bidang 

hukum lainnya, kerangka hukum pemilihan kepala daerah idealnya harus 

mampu menyederhanakan jalinan persoalan kepemilihan dan menyediakan 

sarana hukum untuk menyelesaikan konflik seandainya terjadi konflik yang tak 

terhindarkan. 

[3.14] Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan badan peradilan khusus 

yang pembentukannya diamanatkan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, 

Mahkamah perlu menjelaskan kembali secara ringkas perkembangan gagasan 

pembentukan badan peradilan tersebut dengan keberadaan Mahkamah 

Konstitusi. 

1) Reformasi 1998 telah menggeser konsep kekuasaan kepemerintahan dari 

sebelumnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Pergeseran demikian 

dituangkan secara hukum ke dalam UUD 1945 hasil perubahan tahun 1999, 

2000, 2001, dan 2002; 

2) Salah satu implikasi pergeseran sistem kepemerintahan demikian adalah 

adanya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, yaitu kepala 

daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yang diawali pada tahun 2005, dengan 

dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah (UU 32/2004); 

3) Dalam UU 32/2004 kewenangan menyelesaikan keberatan terhadap 

penetapan hasil pemilihan kepala daerah diserahkan kepada Mahkamah 

Agung; 

4) Di sisi lain UUD 1945 setelah perubahan membentuk lembaga baru pemegang 

kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di 

bawahnya, yaitu Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan Mahkamah 

Konstitusi adalah memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum. 

Kewenangan ini dilaksanakan pertama kali untuk mengadili perselisihan 

hasil pemilihan umum pada Pemilu Tahun 2004 yang merupakan rangkaian 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan 

pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum mempersamakan antara pemilihan umum (pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD) dengan 

pemilihan kepala daerah (pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota); 



 

6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

mengalihkan kewenangan penanganan sengketa hasil penghitungan suara 

pemilihan kepala daerah dari sebelumnya merupakan kewenangan 

Mahkamah Agung menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi; 

7) Dalam perkembangannya, setelah menangani perkara perselisihan hasil 

pemilihan kepala daerah, Mahkamah “membaca” bahwa di dalam UUD 1945 

terdapat pembelahan atau pembedaan rezim pemilihan. Pemilihan 

dibedakan menjadi dua jenis/rezim yang didasarkan pada pengelompokan 

norma dalam UUD 1945. Kelompok pertama adalah norma-norma dalam Bab 

VIIB Pemilihan Umum pada Pasal 22E UUD 1945, yang mengatur mengenai 

pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pemilihan Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Norma dalam kelompok pertama 

inilah yang mendasari munculnya konsep rezim Pemilihan Umum (secara) 

Nasional. Adapun kelompok kedua adalah norma-norma yang berada di 

dalam Bab VI Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 18 UUD 1945. 

Ketentuan Pasal 18 UUD 1945, karena berada di dalam satu bab khusus, 

memunculkan asumsi konseptual bahwa pemilihan yang diatur pada Bab VI 

UUD 1945 terpisah dari Pemilihan Umum Nasional yang diatur dalam Bab 

VIIB UUD 1945. Untuk membedakannya, pemilihan yang diatur dalam Bab VI 

UUD 1945 disebut sebagai rezim Pemilihan Kepala Daerah karena berada 

dalam bab tentang pemerintahan daerah (vide Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 97/PUUXI/2013, Paragraf [3.12] terutama Sub-paragraf [3.12.5]); 

8) Konsep hukum demikian ditindaklanjuti oleh Presiden dengan membentuk 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Perpu 1/2014), yang 

menyerahkan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala 

daerah kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. 

Perpu 1/2014 ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 

9) Selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, yang 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 19 Mei 2014, Pembentuk 

Undang-Undang berencana membentuk badan peradilan khusus pemilihan 

yang dasar hukumnya berupa UU 8/2015 jo. UU 10/2016; 

10) Sebelum badan peradilan khusus tersebut terbentuk, kewenangan mengadili 

perselisihan hasil pemilihan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi [vide 

Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016]. 



 

[3.15] Menimbang bahwa dari perkembangan sejarah penyelesaian 

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia sejak 

tahun 2005, telah menjadi fakta hukum bahwa Mahkamah Konstitusi bertindak 

sebagai badan peradilan yang mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah sejak kewenangan tersebut dialihkan dari 

Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tahun 2008 hingga saat ini. 

Kewenangan tersebut dilaksanakan di tengah fakta hukum adanya Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang berpendapat bahwa perkara 

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

“seharusnya” tidak ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. 

 Terlepas dari keberatan konseptual/teoritis yang dikemukakan 

Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, fakta 

hukum demikian menunjukkan bahwa pada kenyataannya Mahkamah tetap 

menjalankan peran sebagai badan peradilan khusus pemilihan dalam sifatnya 

yang sementara. Peran demikian, sekali lagi, dari perspektif hukum Indonesia, 

sejak beralih dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 

2008 (vide Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili antara Mahkamah 

Agung dengan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 29 Oktober 2008) hingga saat ini 

belum pernah dilaksanakan oleh lembaga atau badan peradilan tertentu selain 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 

[3.16]  Menimbang bahwa suatu kewenangan hukum yang bersifat sementara 

secara ideal pasti disertai dengan batas waktu kesementaraan tersebut. Pada 

suatu norma undang-undang yang mengatur kewenangan hukum bersifat 

sementara, secara ideal pasti sudah dilengkapi dengan norma yang mengatur 

batas waktu kesementaraan itu. Berpijak dari hal demikian, ketika Pasal 201 ayat 

(8) UU 10/2016 mengatur pemilihan serentak nasional akan dilaksanakan pada 

bulan November 2024, maka penalaran hukum mengarahkan bahwa 

kesementaraan kewenangan yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi 

harus berakhir sebelum bulan dan tahun dimaksud. 

[3.17]  Menimbang bahwa terkait pembelahan rezim pemilihan dalam UUD 

1945, Mahkamah mengamati terdapat perubahan penafsiran yang disebabkan 

oleh praktik berhukum di Indonesia. Pada periode awal pasca perubahan UUD 

1945, di mana pemilihan kepala daerah berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan 

yang belum lama dipraktikkan, Mahkamah menafsirkan adanya suatu 

pembedaan antara rezim Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala 

Daerah (vide Paragraf [3.14] dan Paragraf [3.15] di atas). Namun beberapa 

periode setelah pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan konsisten 

dan relatif telah menemukan bentuk terbaiknya, Mahkamah menemukan praktik 

berhukum yang menurut Mahkamah secara implisit telah mengubah penafsiran 

mengenai Pemilihan Kepala Daerah. 



 

 Beberapa praktik berhukum yang menurut Mahkamah menjadi 

argumentasi dasar dalam perubahan penafsiran adalah sebagai berikut: 

1) Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah secara de jure dan 

de facto dilaksanakan oleh lembaga yang sama. Satu-satunya norma dalam 

UUD 1945 yang menyebutkan penyelenggara pemilihan umum adalah Pasal 

22E UUD 1945 ayat (5) yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan 

oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan 

mandiri”; 

2) UUD 1945 mengamanatkan enam prinsip pelaksanaan pemilihan umum yang 

demokratis, yaitu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

sesuai dengan ketentuan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, 

karena sifat reguler dalam penyelenggaraan pemilihan, secara substansial 

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga mengandung prinsip penyelenggaraan 

pemilihan umum secara berkala/periodik. Prinsip demikian dalam 

praktiknya bukan hanya berlaku untuk pemilihan umum nasional (yaitu 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan 

anggota DPRD), namun juga mendasari pelaksanaan pemilihan kepala 

daerah. Selain itu, kedua jenis pemilihan dimaksud tetap diselenggarakan 

berlandaskan pada prinsip-prinsip pemilihan demokratis yang berlaku 

secara universal. 

3) Selanjutnya norma UUD 1945 tersebut diatur lebih lanjut ke dalam beberapa 

norma undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum 

dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu), dengan pengawasan perilaku oleh Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP). Undang-undang yang mengatur lembaga 

penyelenggara pemilihan umum ini secara normatif tidak membedakan 

antara penyelenggaraan pemilihan umum (nasional) dengan pemilihan 

kepala daerah. Dalam praktik pun tidak ada pembedaan tersebut. Jika pun 

terdapat perbedaan, perbedaan demikian hanyalah bahwa penyelenggaraan 

pemilihan umum nasional dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU RI (atau KPU 

pusat), sementara pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU daerah 

yang notabene adalah kepanjangan tangan dari KPU RI sehingga 

keberadaannya merupakan satu kesatuan dengan KPU RI. Demikian pula 

Bawaslu daerah yang dalam konteks pengawasan atas pelaksanaan pemilihan 

kepala daerah sebenarnya tetap bertindak sebagai kepanjangan tangan 

Bawaslu RI (Bawaslu pusat). Kesamaan demikian didukung pula oleh praktik 

bahwa subjek yang diperiksa dan diadili oleh DKPP meliputi semua 

penyelenggara pemilu baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah 

tanpa membeda-bedakan yurisdiksi absolut-nya; 

4) Peserta pemilihan umum, baik kontestan (meliputi pasangan calon yang 

diusung partai politik maupun pasangan calon perseorangan) atau pun 



 

pemilih (pemilik hak suara), dapat memahami dan mengikuti/menjalankan 

konsep pemilihan yang tidak membedakan antara Pemilihan Umum Nasional 

dengan Pemilihan Kepala Daerah. Bahkan, menurut Mahkamah dalam 

implementasi tidak cukup alasan lagi untuk membedakan baik secara 

konseptual, teoritis, dan sosiologis antara Pemilihan Umum Nasional dengan 

Pemilihan Kepala Daerah; 

5) Dari sisi sumber daya dan pembiayaan, Mahkamah juga menemukan fakta 

bahwa praktik menyatukan/melebur kedua rezim pemilihan demikian lebih 

efisien karena dapat diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara yang 

sama, dibandingkan jika Negara harus membentuk dua lembaga 

penyelenggara yang berbeda; 

[3.18]  Menimbang bahwa penafsiran yang dilakukan langsung melalui 

praktik berhukum demikian, yang menunjukkan hasil baik selama beberapa 

periode pemilihan umum, telah mendorong Mahkamah untuk meninjau ulang 

pendapat atau penafsirannya mengenai pembedaan rezim (tata kelola) 

kepemilihan dalam UUD 1945. Pergeseran atau perubahan penafsiran demikian 

dapat dilakukan oleh Mahkamah dengan tetap harus didasarkan pada alasan 

yang sangat kuat dan mendasar. Bagaimanapun, dalam hal tafsir atas norma 

Konstitusi dilakukan terlalu longgar dan relatif sering akan berpotensi 

memunculkan ketidakpastian hukum, yang kondisi ketidakpastian demikian 

justru berusaha dihindari dan dihilangkan oleh UUD 1945; 

[3.19]  Menimbang bahwa berkenaan dengan perbedaan antara kedua rezim 

pemilihan dimaksud, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-

XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 26 Februari 

2020, khususnya Sub-paragraf [3.15.1] Mahkamah mempertimbangkan sebagai 

berikut: 

“…bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat 
banyak pandangan dan perdebatan prihal keserentakkan pemilihan 
umum. Dalam hal ini, adalah benar bahwa penyelenggaraan pemilu 
serentak lima kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari 
pengubah UUD 1945. Namun, gagasan tersebut bukanlah satu-satunya 
yang berkembang ketika perubahan UUD 1945. Berdasarkan 
penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 
membuktikan terdapat banyak varian pemikiran prihal keserentakkan 
penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, para pengubah UUD 1945 
sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan. Diantara varian 
tersebut, yaitu: (1) Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif 
maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara 
bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia; (2)Pemilihan umum 
serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD 
dilaksanakan diseluruh wilayah Republik Indonesia; (3) Pemilihan 
umum serentak secara nasional maupun serentak bersifat lokal; (4) 
Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan 



 

yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali 
dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur, 
bupati/walikota; (5) Pemilihan umum serentak, namun 
penyelenggaraan keserentakkannya diatur dengan undang-undang; (6) 
Penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan umum dipisahkan. 
Kemudian pemilihan presiden diikuti juga dengan pemilihan gubernur, 
bupati, dan walikota; dan (7) Pemilihan presiden dan wakil presiden 
waktunya berbeda dengan pemilihan umum akan memilih DPR, DPD, 
dan DPRD. Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: Presiden dan 
Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan sebagainya dipilih 
langsung oleh rakyat…” 

 Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan 

original intent perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak 

terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. 

[3.20]  Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan 

antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara 

sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan 

Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C 

ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 

untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai 

undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, 

terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. 

 Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara 

perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi 

terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan 

Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, 

kabupaten, maupun kota; serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, 

maupun kota. 

[3.21]  Menimbang bahwa hal lain yang perlu dipertimbangkan oleh 

Mahkamah adalah badan khusus yang pembentukannya diamanatkan oleh Pasal 

157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 adalah suatu badan peradilan. Sebagai 

suatu badan peradilan, Mahkamah berpendapat keberadaannya harus berada di 

bawah naungan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Bab IX Kekuasaan 

Kehakiman UUD 1945. Menurut Mahkamah, semua norma mengenai 

badan/lembaga peradilan diatur dalam satu bab yang sama yaitu Bab IX 

Kekuasaan Kehakiman yang terdiri dari, antara lain, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 

1945. Rangkaian norma hukum dalam pasal-pasal tersebut mengatur bahwa 

kekuasaan kehakiman, sebagai kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 



 

badan peradilan yang berada di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi. 

 Pembatasan dalam UUD 1945 demikian pada akhirnya menutup 

kemungkinan dibentuknya suatu badan peradilan khusus pemilihan yang tidak 

berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung serta tidak pula berada di bawah 

Mahkamah Konstitusi. Pilihan yang muncul dari pembatasan konstitusional 

demikian adalah badan peradilan khusus tersebut harus diletakkan menjadi 

bagian dari Mahkamah Agung atau menjadi bagian di Mahkamah Konstitusi. 

Namun mengingat latar belakang munculnya peralihan kewenangan mengadili 

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada beberapa periode sebelumnya, 

menurut Mahkamah solusi hukum meletakkan atau menempatkan badan 

peradilan khusus tersebut di bawah Mahkamah Agung maupun Mahkamah 

Konstitusi bukan pilihan yang tepat dan konstitusional. Apalagi seandainya 

badan peradilan khusus tersebut direncanakan untuk dibentuk terpisah 

kemudian diletakkan di bawah Mahkamah Konstitusi, hal demikian 

membutuhkan pengubahan dasar hukum yang lebih berat mengingat 

kelembagaan Mahkamah Konstitusi dibatasi secara ketat oleh UUD 1945 dan 

undang-undang pelaksananya. Pilihan atau alternatif yang lebih mungkin 

dilaksanakan secara normatif, dan lebih efisien, bukanlah membentuk badan 

peradilan khusus untuk kemudian menempatkannya di bawah Mahkamah 

Konstitusi, melainkan langsung menjadikan kewenangan badan peradilan khusus 

pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal demikian sejalan 

dengan amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 karena pemilihan kepala daerah 

adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945. 

[3.22]  Menimbang bahwa dengan tidak adanya lagi pembedaan rezim dalam 

pemilihan sebagaimana pertimbangan hukum di atas dan telah dinyatakannya 

kewenangan badan peradilan khusus menjadi kewenangan Mahkamah 

Konstitusi, berimplikasi tidak berlakunya ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat 

(2) UU 10/2016 sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.  

 Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang 

mengatur keberadaan serta rencana pembentukan badan peradilan khusus 

pemilihan merupakan conditio sine qua non bagi keberadaan Pasal 157 ayat (3) 

UU 10/2016. Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 mengatur tentang lembaga yang 

untuk sementara diberi kewenangan sebagai/menjadi badan peradilan 

pemilihan di masa transisi atau di masa ketika badan peradilan khusus pemilihan 

tersebut belum dibentuk. 

 Inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 

membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat 

(3) UU 10/2016, tidak lain karena causa kesementaraan demikian telah hilang. 

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan 

mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai 



 

dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, 

karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk. 

 Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak 

lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai 

dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan 

bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 

ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan 

perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh 

Mahkamah Konstitusi”. 

[3.23]  Menimbang bahwa dengan dinyatakan inkonstitusional ketentuan 

Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa “sampai dibentuknya 

badan peradilan khusus” dalam UU 10/2016, maka ketentuan-ketentuan yang 

lain yang terkait dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah 

tetap berlaku dan menyesuaikan dengan putusan a quo. 

[3.24]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum 

sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, telah ternyata dalil 

Pemohon berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan 

frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” dalam ayat (3) UU 10/2016 

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E, Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 

 

F. AMAR PUTUSAN 

Dalam Provisi 

Mengabulkan permohonan provisi Pemohon. 

 

Dalam Pokok Permohonan 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 
2. Menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 

157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

3. Menyatakan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang 



 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat; 

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya. 

 

G. PENUTUP 

1. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 85/PUU-XX/2022 

sebagaimana diuraikan diatas, untuk memberikan kepastian hukum pada 

Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016, Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut: 

a. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 sebagai bahan 

dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka. 

b. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 sebagai acuan 

dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU 10/2016. 

2. Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 

kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan bersifat erga omnes 

(berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh 

organ penyelenggara Negara, organ penegak hukum dan warga Negara. Oleh 

karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 85/PUU-XX/2022 mengenai 

Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan 

khusus” dalam ayat (3) UU 10/2016 yang dinyatakan bertentangan dengan 

UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, agar 

tidak menimbulkan kekosongan hukum, dapat digunakan sebagai acuan untuk 

melakukan Perubahan UU 10/2016. 
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